BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2000.
TENTANG:

BADAN PERWAKILAN DESA SERTA
TATA CARA PEMBENTUKANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a bahwa ddamrangka penyelenggarean olonomi
desa yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi,
pefs dbenltk Badan Perwakian Desa yang
berfungsi mengayomi adal idiadal, membuat
peraturan desa, menampung dan menyakxkan
aspirasi masyarakat serla m elakukan pengawiasan
lechadap peny elenggaraan Pem erinishan Desa.

b. bahwa agar Badanr Perwakian Desa dapal
melaksanakan fugas dan fungsinya dengan baik
perfu pengaturan tentang Badan Perwakilan Desa
Serla Tala Cara Pembeniukannya dengan
peraluran daerah.

Mengingal : 1. Undangundang Nomor 14 Tahun 1950 lenlang
Pemerintahan  Daerah  Kabupalen  dalam
Lingkungan Jawa Baral (Berita Negara Tahun 1850
Nomer 8); '




.2.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1939 {enfang
Pemernlahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 3839);

3. Kepudusan Presiden Nomar 44 Tahun 1939 {enlang
Teknk Penyusunan Peraluran  Perundang-
undangan dan Benluk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraluran Pemerinish dan Ramngan
K@ulum Presiden;

4. Kepulusan Menler Dalam Negen Nomor 63 Tahwn
1999 lenlang. Pelufjk Pelsksanaan dan
Penyesuaian Pexislilahan Dalam Penydmggataan
Pememtahan Desa dan Kelurahan; .

‘5." Kepulusan MedenDalam Neges Nomor 64 Ta'hn.

1993 {enlang Pedoman Urmm Pengaluran
Mengenai Desa. ‘

0engah perselujuan . ‘
DEWAN PERWAKR_AN RAIKYAT DAERAH KABUPATENBOGOR -
MEMUTUSKAN:

Menelapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
© TENTANG BADAN PERWAKIAN DESA SERTA
TATA CARA PEMBENTUKANNYA,
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BAB|
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraluran daerah ini yang dmaksud dengan:

1.

Pemenintah Daerah adalah Pemennlah Kabupaten
Boger;

. Bupahadalah&tpaﬁ Bogor;

Camal adalah Kepala Kecamalan sebagai
Perangkél Daerah Kabupalen Bogor‘ :

Dsa .alauyang dsebul dengan nama'laln adalah
kesaldan masya:akal huium yang meriiki
kewenangan - Unbsk mengatur .dan mengunis
kepenlingan masyarakal selempal yang dakui
dalam scislem pememlahan nasional dah berada d
daerah kabupalen; )

Pemernlahan Desa adalah kegialan pemednlahan

yang dlaksanakan deh Pememlah Desa dan
Badan Pierwakiian Desa; |

- Pemetintah Desa adalah kepala desa elau yang

dsebul dengan nama lain dan perangkal dess; -

Kepala desa slau yang dsebul dengan nama ldn
adalah pimpinan Pemerintah Desa;

Perangkal deca adalah pembaniu kepala desa

yang tecdii dari unsur elaff, unsur pelaksana teknis,
serla unsur wilayah;

9.Peraluran .......



i
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10.

1"

12

13.

. Peraturan desa adalsh peraturan-peraturan yang

dielapkan deh kepala desa dengan petsdmm
Badan Perwakilan Desa;

Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa yang

selaniulnya dsebul APB-Desa adalah anggaran

pendapalan dan pengeduaran desa‘yang lerdid dari
anggaran rulin dan pembangunan yang dilelapkan’
deh kepala desa dengan perseluan Badan

Perwakilan Desa unluk jangka ‘wakiu 1-(salu) tahun.
kecuali dienlukan fain berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berdaku;

Badan Perwakdfan Desa alau yang dsebul’ derigan
nama ki yang selanjulnya dsebut BPD addsh
badan perwakitan yang lerdii alas pemuka-pemika
masyarakal yang ada d desa yang berfungsi
mengayoma adal istiadal, membual pa'akmn desa,
rhenampung dan menyakxkan aspirasi masyarakal
fefa ‘melakukan  pengawasan  ledhadap

peny elenggaraan Pemerintahan Desa;

Pemuka  masyarakdl "adalah  {okohdckdh -
masyarakat yang terdri dari kalangan adal, agama,
organisasi sosial poliik, gdongan profesi yang
bertempal tinggal d desa selempat;

Pejabal addah PNS d fingkungan Pemerintah
Kabupalen Boger.

BABH.......
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BABII

PEMBENTUKAN DAN MASA BAKTI
ANGGOTA BPD

Pasal 2

(1) Pembenlukan BPD dlakukan di seliap desz dan
anggolanya dpih deh pendudk desa dan
kalangan adal, agama, organisasi sosiad pditik,
golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat
lainnya yang mem enuhi persyaratan.

| 3

@ Masa bakli anggota BPD seb'agaimar;a'o dmaksud
dalam ayal (i), adalah § (ima) ‘lahun sejak
dusqlkan dan dianlik oleh bupali. =

@) Keanggotaan BPD lidak bleh drangkap dengan
Perangkal Desa.

| BABII
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN BPD
" Pasal 3

(1) Jumlah anggola BPD dienlukan berdasarkan
- jumlah pendudk desa yang bersangkulan,

dengan kelenluan :
a. jumlah sampai dengan 1500 jwa S (ima)
orang anggola;
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b. 1501 sampai dengan 2000 jwa 7 (iujuh)
orang anggola;

¢. 2,001 campai dengan 2.500 jiwa 9 (sembilan)
orang anggola;

d. 2.501 sampai dengan 3.000 jwa 11 (sebelas)
orang anggola;

e. 3001 sampai denganSOOOpwa 13 (tiga belas)
orang anggola;

f. lebi\daﬂS(m;waﬁ(ﬁmabdas) orang
anggola.

@) Yang dapal dpli'mérjad anggola BFD adalah

penduduk desa.warga negara Indonesia dengan,

“syarat-syaral :

a. berlaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. selia dan laal kepada Pancasia dan Undang-,
undang Dasar 1945; ; '

¢ lerdaflar secara sah sebagai ‘warga desa
selempal dan berdempal finggal d desa
lersebul sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

 terakhir dengan fidak lerpulus-pulus;

d. lidak pemah leribal langsung alau fidak
langsung dalam kegialan yang mengkhianali
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G
30 SPKI danjalau kegialan organisasi
terdarang lainnya,

e. bependidkan sekurang-kurangnya Sekdah
Lanjulan Tingkal Pedama dan alau
berpengelahuan yang sederajal;

fbeumur ......



¢
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7.

f. berumur sekurang-kurangnya 25 {dua puiuh
fima) tahun dan selinggi-tingginya 65 (enam
puuh lima) fahun dhitung sgak caal
pendaftaran;

g. sehal jasmani dan rohani;

h. nyalanyala tidak tierganggu jwafingatannya;

i. berkelakukan bak, iyur dan adt;

j lidak pemah dhukum penjara karena
melakukan findak pidana;

k. lidak dcabul hak piihbnya berdasarkan
kepulusan pengadian, yang mempunyai

* kekualan hukum yang {efap;

. ‘mengenalidesanya dan dkenal masyarakal d

" desa selempat;

m. bersedia dcalonkan menjad anggota BPD.

Pasal 4;
Pimpinan BPD lerdii dari kelua dan wakil kelua

Wakil kelua sebagaimana dmaksud dalam ayal
(1) sebanyak-banyaknya 2 (dua} orang sesuai
dengan perbandingan jumlah anggola BPD;

Pimpinan BPD sebagaimana dmaksud dalam
ayal (1) dpiih dari dan deh anggola BPD secara
langsung dalam rapat BPD yang dadakan secara
khusus;
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{9 Rapal pemilhan pimpinan BPD unluk perfama
kalinya dpimpin deh anggola lerlua dbanlu deh
anggola fermuda;

©) Dalam pelaksanaan fugasnya pimpinan BPD
dbanlu deh sekrelarial BPD;

©) Sekretariat BPD sebagaimana dmaksud dalam
ayal (5) dpimpin dleh sekrelaris BPD dan dbanlu
deh slaf sestral kebuluhan yang dangkal cleh

kepala desa alas perselujian pimpinan BPD dan

lidak merangkap sebagai perangkal desa.

. BABV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD

‘Pasal 5 '

() BPD berkedudikean cejajar can Meriad ‘mitra
_ Pemerinlah Desa.

@ BP0 memMa' fungsi’
a. mengayomi, yallu menjaga keleslarian adat
istiadal yang hidup dan berkembang d desa

yang bersangkulan sepanjang menunjang
kelangsungan pembangunan;

b. legislasi, yailu merumuskan dan menelapkan
peraluran  desa bersama-sama Pemeriniah
Desa;

c.pengawasan......



c. pengawasan, yailu melipuli pengawasan

lerhadap pelaksanaan peraluran desa, APB-
Desa serla kepulusan kepala desa;

d. menampung aspiasi masyarakal, yailu

meneima dan menyalutkan aspirasi  dari
masyarakal kepada pejabat atau instansi yang
berwenang. v

3) Peaksanaan fungsi BPD sebagaimana dmaksud
dalam ayal (2) dlelapkan dalam peraluran tala
terlib BPD.

BAB'V

TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 6

(1) BPD mempunyai lugas dan wewenang :

mengusulkan pengangkalan dan
pembeshenlian kepala desa dan penjabal
kepala desa; '

bersama  dengan  Pemediniah  Desa
membentuk peraluran desa;

bersama  dengan  Pemerinlah Déa
menelapkan APB-Desa;
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d. memberkan perselujuan alas pengangkalan
perangkal desa;

e. memberkan perselyjuan dalam kerjasama
anlar desa dan alau pihak keliga;

f. melaksanakan pengawasan terhadap :

1) pelaksanaan peraluran desa dan peraluran
lainnya;

2 pdaksanaan kepulusan kepala desa;
3) pelaksanaan ARB-desa;.
4) kebijakdn Pemesinizh Diesg;

5) pilakeanaan kerja sama anlar desa dan
atau phak lan,

6) kekayaan desa.

g. menampung dan meni ndaklariuﬁ aspirasi
masyarakal;

{2} Pelaksanaan lugas dan wewenang, sebagaimana |
dmaksud dalam ayat (i) dalur dalam peraluran
tala terlib BPD.
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BABVI

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 7

{1) BPD mempunyai hak:

(1

a. meminta perlanggungjawaban kepala desa;

b. meminla keélerangan kepada Pemerinlzh
Desz;

¢. mengadakan peubahan alas  rancangan
peraluran desg;

¢. mengajukan pemyataan pendapal;

e mengajukan rancangan pefaluwran desa;

f. menenlukan anggaran beanja BPD; dan

g. menelapkan peraluran tala lerlib BPD.

Pelaksanaan hak, sebagaimana dmaksud dalam
ayal (1) dalur dalam tala {erib 8PD.

Pasal 8

BPD dalam melakeanakan f{ugasnya berhak
meminla Pemerintah Desa, warga masyarakal
alau pihak ldn unluk memberkan kelerangan
{enlang sualu hal yang pedu diangani demi
kepenlingan pemerinfahan dan pembangunan
desa.

)Pelaksanaan ......
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- @ Pelaksanazn hak, sebagaimana dmaksud dalam
ayal (1) dalur dalam peraturan tata terlid BPD.

Pasal 9

B8P0 mempunya kewaFﬁan :

a. membina dan  mengembangkan  niai-niai
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemeriniahan
Desg; :

b. meningkatkan kesejahleraan rakyal d desa;

c. mempehatikan @ menyakwkan  aspias,
meneima keluhan dan pengaduan masyarakal,
gerta memfasilitasi tindak lanjut penyelesai aniya.

BAB VI
TATA TERTIB 8PD
'Pasal 10
() Peraloran lala- térlib BPD dilelapkan dengan
keputusan BPD.

A Kepulusen BPD sebagaimana dmaksud dalam
ayat (1) memuat maten antara lain mengenai :

a. pelaksanaan fungsi BPD;
b. pelaksanaan lugas dan wewenang anggota
B8P,

c.pelaksanaan.......
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c. pelaksanaan hak dan kewajiban BPD;

d. mekanisme pengambilan kepulusan rapal
BPD.

BABVIII

MEKANISME PENGAMBILAN
KEPUTUSAN RAPAT BPD

(.

@

Pasal 11

BPD wajb mengupayakan, nia-nilai demokrasi

yang berdasarkan musyawarah uniuk mufakal
dalam pengambilan keputusan;

BPD mengaciakan rapat secara berkala sekurang-
kurangnya 2'(dua) kak dalam selahun.
' .

Rapat BPD dnyatakan sah jka dhadn sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumiah anggola
BPD dan pulusan dambi dengan perselujuan
sekurang-kurangnya Yz (selengah) diambah 1
{salu) dari jumlah anggola BPD yang hadr

Jka perhilungan 23 (dua pediga) dan %
(setengah) ditambah 1 (salu) dari iumlah anggola

BPO menghasikan angka dbelakang koma,
maka dbulatkan ke alas.

BPD mengadakan rapal alas undangan ketua
BPD. .

{)Pelaksanaan.......
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) Pelaksanaan kelenluan, sebagaimana dmaksud
dalam ayat (1), ayal @&} dan ayal (3) dtetapkan
dalam peraluran tata terdib BPD.

(7) Rapal BPD bersifat lerbuka dapal dhadri deh
pejabat dan warga desa, kecuali unluk hal-hal
khusus yang dalur. dalam 1ala lerlib BPD.

8) Pejabal dapal memberikan perlimbangan/saran
dalam Tapal BPD alas izin pimpinan rapal. ‘

BABIX
LARANGAN ANGGOTA BPD
Pasal 12

Anggota BPD dlarang

a. bersikap lidak adi, dskriminalif seffa mempersuiit
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakal.

b. menerima’ hadah/pemberian dari seseorang alau
"phak lain yang dapat = mempengaruhi
keputusannya.

c. mengadakan persekuluan dengan kepala desa,
dalam menentukan kebjakan unluk kepenlingan
pribad.
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BAB X
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 13

(9 Keanggolaan BPD behenli alau dbehentikan
karena :

& meninggal duriz;
.b. mengajukan berhenli alas permintaan sendi; .
c. pindzh lempat inggal keluar desa;

d. berakhir masa keanggolaannya) dan:lelah dilanlik
ianggola BPD yang bary,

e. lidak lagi memenuhi syaral sebagaimana dmaksud
dalam Pasal 3 ayal {&);

f. melanggar larangan kelentuan cebagaimana
dmaksud dalam Pasal 12; .

g. mengalami krisis kepercayaan publik yang kias
akibal kasus yang melbatkan fanggungi awabnya.

{2} Pemberhentian sebagaimana dmaksud dalam ayat (1)

diakukan oleh bupali alas usul pimpinan BPD
berdasarkan keputusan rapal BPD;
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BABXI
PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD
Pasal 14

{) Pengganlian anggola BPD anlar waklu dan
pimpinan BPD dapal dlakukan’ spabila lejad
- kekosongan.

{2) Anggola BPD anlar wakiu berasal dari calon
anggola yang mendapal suara letbanyak
berdasarkan ufulan pada saal pemihan caldn

. anggota RPD periode terakhir.

-8) Pengganli pimpinan BPD dpilth dari anggola yang
ada dalami rapal khusus, :

(4)'Anggola BPD anlar waklu dusukan oleh
pimpinan BPD uniyk dsahkan deh bupali dan
diantk deh pimpinan BPD. :

) Tala cara penggantian anggota BPD anfar waki-
" dan pimpinan BPD dalur dalam lala Iedb 8PD.
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BABXII
KEUANGAN BPD
Pasal 15

Anggola BPD behak menerima uang sidang
sesuai kemampuan keuangan desa.

Uang sidang anggola BPD sebagaimana
dmaksud dalam ayal (1) dietapkan seliap {ahun
dalam APBDesa. ’

Pasal 16

Unluk kepéckian kegialan BPD dsedizken biaya
sesual dengan kemampuan keuangan désa yang
dkelda oleh sekretariat BPD.

Biaya sebagaimana dmaksud dalam ayat (1)
dlelapkan sefiap tahun anggaran dalam APB
Desa.

Kedudskan keuangan BPD dalur dalam
peraluran desa.
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BAB Xill

PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan

Pasal 17

() Panitia pemiihan anggola- BPD dbentuk deh
B8PD. -

@ Panilia pemiihan sebagaimana dmaksud dalam
ayat (1) kanggolaamya terdii dari:

a
b.

msu perangkal dm
pemuka-pemuka masyarakai.

) Panilia pemiihan sebagaimana dmaksud dalam
ayat (&) mempunyai lugasi' ‘

4. meneima pendafiaran bakal calon;

b.

melaksanakan pendafiaran pemih unluk

* - geanulnya dsashkan deh kelua pam'ha'

pemithan;

meneima dan  melakukan  penelilian
adminislrasi  alau  seleksi  persyaralan
adminisirasi bakal calon uniuk dlelapkan
sebagai calon yang berhak dpilh;

d mengumumkan nama-nama calon yang

berhak dipilih;
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e. menelapkan jadwal proses pencalonan dan
pelaksanaan pemihan enggota BPD;

f. mengajukan rencana biaya pemilihan;
g. menelapkan hasi pemilihan;

h. membual bedla acara pemihan, yang

dlengkapi dengan daftar perolehan suara dari
seiuruh calon..

Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih
Pasal 18

Yang dapal memith anggola BPD adalah; pendudik
desa warga negara Indonesia yang :

a. lerdafiar sebagal pendsdsk desa  yang
bersangkulan secara sah sekurang-kurangnya'6
{enam) bulan dengan fidak tepulus-pulus;

b. sudah mencapai usia 17 (lujuh belas) tahun atau
pemah kawin;

c. lidak dicabul hak piihnya berdasarkan kepulusan

pengadian yang {elah mempunyai kekuatan twkum
yang {dap.



Bagian Kefiga
Pendaftaran Pemilih
Pasal 19

(1) Pendafiaran pemibh diakukan deh panilia
‘pemithan;

) Daftar pemith yang sudah dtelapkan deh kelua
’ paniia pemihan dumumkan d papan

pengumuman  yang mudah dbaca " deh
masyaral@lwnmn

8) JumlahdmanggolaBPDyangakandpﬂ'\
dupayakan sekurang-kurangnya 2 {dua) keli
pmlahanggdayangakmdlanlik

Bagian Keempat
Mekanisme Pencalonan dari Peimilihan
Pasal 20

(1) Mekanisme pencalonan dan pemilihan anggola
BPD adalah sebagai berikut :

a. peniia pemilihan memberitahukan kqiada
masyarakal secara lerlulis {enlang akan
dlaksanakannya pemilihan anggola BPD;

b.panitia .......
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b. panilia pemilihan menenma pendaflaran bakal
calon yang ddukung sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) warga desa yang berchak memilih;

¢. panilia pemilihan selelah meneima pengajuan
bakal calon selanjulnya menyampakan dafiar
isian persyaralan yang harus dlengkapi dleh
bakal calon;

d. berkas persyaralan yang telah dpenuhi bakal
calon disampakan kembali kepada panilia
pemiihan;

e paniia pemihan mengadakan  seleksi
administralif unkk menelapken calon yang
bahak  dpifh  unlk  selanjulnjsa.
mengumummkan kepada masyarakal desa;

f. paniia pemiihan  menelapkan jadwal
pemilihan ,anggola BPD dan merigumumkan
séda menyampakan undangan kepada
masyarakat.

Pemithan Anggola BPD  dlaksanakan secara
umum, langsung, bebas dan rahasia deh
penduduk yang berhak memith.

Seliap pemilh meneniukan pithannya hanya
kepada 1 (salu) orang calon.

‘Hak pemilih lidak bisa diwakitkan dengan alasan

apapun.



©) Calon terpiih dietapk an melalui urutan perdehan
suara terbanyak.

{6) Dalam hal terdapat calon yang memperdleh suara
yang sama, maka penentuan urulan sebagaimana
dmaksud dalam ayal @) dilakukan oleh panifia
dengan cara dund.

() Hasl pemiihan anggola BPD daitkan deh
panitia pemiihan unluk dsahkan dan dlantk ‘oleh
bupali.

Bagian Kelima
Biaya Pemilihan Anggota BPD
Pasal.21

Biaya pemilihan anggola BPD dbebankan kepada
APB-Desa.
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BAB XIvV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

() Selama beum dbeniuk BPD berdasarkan
peraturan daerah in| Lembaga Musyawarah Desa
(LMD) yang sudh ada d seliap desa
melaksanakan fungsi BPD,  kecuali uniuk
memberhenlikan kepala desa sebelum berakhir
masa jabalannya, dengan ledebh dahulu
memberhentikan kepala desa dari jabalannya
sebagai kelua LMD

.Q) Sdambal-lambalnya 1 (salu) fahun  segak
bedakunya Peralurad -Dacrah-ini diseliap desa
harus sudah dibentuk BRD.

-BABXV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Sebutan BPD dalur lebih lanjul dengan kepulusan
bupali dengan memperhalikan kondsi sosial budaya

masyarakal eelempal selelah mendapal perdimbangan
pimpinan DPRD.

BABXVI ...
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BABXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
. Hathal lain yang belum dalur ‘dalam peraluran daerzh

ini sepanjang yang bersifal leknis pelaksanaan dalur-
lebh lanjut dengan kepulusan bupali.

F’asal 29

Peraluran daerah mt mutai bedaku. pada langgal
dundangkan,

Agx seliap oang  dapal mengeiahunya, :
memeriniahkan pengundangan peraluran daerah ini
- dengan penempalannya palam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
- pada tanggal 27 Mei 2000.
BUPATI BOGOR,
ttd

AGUS UTARA EFFENDL
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Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000.

SEKRETARIS DAFRAH
KABUPATEN BOGOR,

ttd
DUDDY SUJuDL

LEMEARAN DAERAH KABLPATEN BOGOR
TAHN 2000: " NOMOR 8

Salinan sesual dengan aslinya

NIP. 010,081, 222,



